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ABSTRAK 

IMPLEMENTASI PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP 

PELANGGARAN LALU LINTAS DI JALAN TOL MENGENAI  

BATAS KECEPATAN MAKSIMAL KENDARAAN 

(Studi di Jalan Tol Wilayah Bakauheni-Terbanggi Besar) 

  

 Oleh  

DHEA HANI SYAPUTRI 

Banyaknya kasus pelanggaran lalu lintas di jalan tol yang dilakukan oleh 

pengguna jalan yang mengakibatkan angka kecelakaan lalu lintas semakin 

meningkat. Implikasi dari permasalahan antara lain menyangkut pelanggaran 

hukum lalu lintas yaitu pelanggaran batas kecepatan kendaraan. Untuk 

menanggulangi pelanggaran lalu lintas, maka diperlukan regulasi mengenai 

bagaimana berlalu lintas yang aman, tertib, lancar dan efisien. Permasalahan yang 

diangkat menjadi topik penelitian ini adalah bentuk-bentuk pelanggaran lalu lintas 

di jalan tol Wilayah Bakauheni-Terbanggi Besar, implementasi penegakan hukum 

pidana terhadap  pelanggaran lalu lintas di jalan tol mengenai batas kecepatan 

maksimal kendaraan Wilayah Bakauheni-Terbanggi Besar, faktor penghambat 

penegakan hukum pidana terhadap pelanggaran lalu lintas di jalan tol mengenai 

batas kecepatan maksimal kendaraan Wilayah Bakauheni-Terbanggi Besar. 

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris 

dengan sumber datanya yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. 

Metode pengumpulan data melalui studi pustaka, dan studi lapangan. Data 

kemudian diolah dan pengolahannya meliputi seleksi data, klasifikasi data, dan 

sistematisasi data yang kemudian dianalisis secara kualitatif guna mendapatkan 

suatu kesimpulan yang diperoleh dari penelitian.  

Hasil penelitian dan pembahasan menjelaskan bahwa penegakan hukum pidana 

terhadap pelanggaran lalu lintas di jalan tol mengenai batas kecepatan maksimal 

kendaraan adalah berupa penilangan yang dilakukan oleh pihak Kepolisian 

Ditlantas Polda Lampung dengan memasang alat berupa kamera CCTV atau yang 

disebut dengan speed gun. Penegakan hukum pidana berupa sanksi yang telah 

diatur dalan Pasal 287 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang 

Lalu Lintas dan Angkutan Jalan berupa pidana kurungan paling lama 2 bulan atau 

denda maksimal Rp500.000,00. Faktor penghambat adalah dari faktor sarana dan 

fasilitas yaitu jumlah titik persebaran kamera yang masih minim. Faktor penegak 

hukum dan faktor masyarakat juga menjadi penghambat karena aparat penegak
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hukum masih kurang dalam memberikan sosialisasi dan edukasi kepada 

masyarakat, dan masih banyak pengendara yang lalai terhadap aturan yang 

berlaku seperti bermain handphone, tidak mengenakan sabuk pengaman, 

mengantuk, dan hal ini sudah menjadi kebiasaan dalam masyarakat.  

 

Saran dalam penelitian ini ialah masyarakat seharusnya sadar akan manfaat dan 

pentingnya mematuhi peraturan lalu lintas untuk menjaga keselamatan dan 

ketertiban dalam berlalu lintas. Diharapkan kepada pihak kepolisian untuk terus 

melakukan sosialisasi atau edukasi kepada masyarakat tentang pelanggaran batas 

kecepatan maksimal kendaraan di jalan tol Wilayah Bakauheni-Terbanggi Besar 

agar terus memberikan kesadaran masyarakat dalam memahami dan mentaati 

peraturan tersebut. 

 

Kata Kunci: Implementasi, Penegakan, Pelanggaran, Tol, Kecepatan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

IMPLEMENTATION OF CRIMINAL LAW ENFORCEMENT 

AGAINST TRAFFIC OFFENCES IN TOLL ROADS 

 REGARDING THE MAXIMUM VEHICLE 

 SPEED LIMIT 

(Study on the Bakauheni-Terbanggi Toll Road) 

By 

DHEA HANI SYAPUTRI 

The number of cases of traffic offences on toll roads committed by road  users has 

resulted in an increasing number of traffic accidents. The implications of the 

problem  include offences of traffic laws, namely offences of vehicle speed limits.  

To overcome traffic offences, regulations are needed on how to traffic safely, 

orderly, smoothly and efficiently. The issues raised as the topic of this study are 

forms of traffic offences on the Bakauheni-Terbanggi Besar Region toll road, the 

implementation of criminal law enforcement against traffic offences on toll roads 

regarding the maximum speed limit of vehicles in the Bakauheni-Terbanggi Besar 

Area, inhibiting factors for criminal law enforcement of traffic offences on toll 

roads regarding the maximum speed limit of vehicles in the Bakauheni-Terbanggi 

Besar Area.  

This research uses normative juridical and empirical juridical approaches with 

data sources, namely primary data sources and secondary data sources. Data 

collection methods through literature studies, and field studies. The data is then 

processed and processed including data selection, data classification, and data 

systematization which is then analyzed qualitatively to get a conclusion obtained 

from the research. 

The results of the research and discussion explained that criminal law enforcement 

against traffic offences on toll roads regarding the maximum speed limit of 

vehicles is in the form of crossings carried out by the Lampung Regional Police 

Police by installing a device in the form of a CCTV camera or what is called a 

speed gun. Criminal law enforcement in the form of sanctions that have been 

regulated in Article 287 paragraph (5) of Law Number 22 of 2009 concerning 

Road Traffic and Transportation in the form of imprisonment for a maximum of 
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2 months or a maximum fine of Rp500,000.00. The inhibiting factor is from the 

factor of facilities and facilities, namely the number of camera distribution points 

that are still minimal. Law enforcement factors and community factors are also 

obstacles because law enforcement officials are still lacking in providing 

socialization and education to the community, and there are still many motorists 

who neglect the applicable rules such as playing cellphones, not wearing seat 

belts, drowsiness, and this has become a habit in society. 

The suggestion in this study is that the public should be aware of the importance 

of safety and order in terms of traffic. Di hope that the police will continue to 

socialize or educate the public about violations of the maximum speed limit of 

vehicles on the Bakauheni-Terbanggi Besar Regional toll road in order to 

continue to provid 

  

Keywords: Implementation, Enforcement, Offences, Toll, Speed.  
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I. PENDAHULUAN 

  

A. Latar Belakang Masalah 

Besarnya angka kecelakaan lalu lintas yang menelan kerugian materi dan 

hilangnya nyawa manusia tentu menjadi catatan penting, mengingat 

transportasi darat memegang peran dalam perekonomian masyarakat. Akibat 

dari kecelakaan tentu langsung berdampak besar terhadap sendi-sendi 

kehidupan di masyarakat. Mengetahui faktor penyebab kecelakaan menjadi 

sebagian cara untuk menyelesaikan masalah kecelakaan atau setidaknya 

menekan tingginya angka kecelakaan. 

Pelanggaran lalu lintas merupakan suatu tindak pidana. Yang dimaksud 

dengan tindak pidana menurut Moeljatno ialah “perbuatan yang dilarang oleh 

Undang-undang dan diancam dengan pidana, barang siapa yang 

melanggarnya”.
1
 Pemberian sanksi terhadap seorang yang melakukan tindak 

pidana bukan semata agar pembuat merasa menderita, akan tetapi menurut 

Remmelink “ditujukan untuk menegakan tertib hukum, melindungi 

                                                           
1
 Muhamad Ainul Syamsu, Penjatuhan Pidana & Dua Prinsip Dasar Hukum Pidana, Jakarta: 

Prenadamedia Group, 2016, hlm. 15. 
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masyarakat hukum. penjagaan tertib sosial untuk sebagian besar sangat 

bergantung pada paksaan.
2
  

Pihak Polri telah melakukan sosialisasi pada tanggal 1 hingga 31 Maret 2022 

terkait penindakan dengan kamera tilang elektronik (ETLE) di ruas jalan tol. 

Pada tanggal 1 April 2022 telah diberlakukan ETLE Speedgun di jalan tol 

Trans Sumatera. Setelah resmi memberlakukan tilang elektronik di ruas jalan 

tol Trans Sumatera di wilayah hukum Polda Lampung sejak 1 April 2022 

pelanggaran lalu lintas mencapai 2.580 pada hari pertama, pada hari kedua 

1.683, dan pada hari ketiga menurun mencapai 631 pelanggaran batas 

kecepatan.
3
 

ETLE Tol Bakauheni-Terbanggi Besar berdasarkan data yang diterima 

terhitung sejak 1 hingga 7 April 2022, kamera ETLE Speedgun di ruas Tol 

Trans Sumatera menunjukkan 9.643 kendaraan yang melanggar batas 

kecepatan. Pelanggaran lalu lintas di jalan tol trans sumatera pada tanggal 16 

April 2022 mencapai 15.048 pelanggar. Dalam pelanggaran over dimensi dan 

over load mencapai 8.019 pelanggaran.
4
 Pada sistem ETLE, pengguna jalan 

yang melintas akan terdeteksi oleh kamera ETLE sehingga apabila terjadi 

pelanggaran lalu lintas terutama terkait batas kecepatan berkendara akan 

secara otomatis terdeteksi oleh sistem tilang elektronik.  

                                                           
2
 Andi Hamzah, Hukum Pidana Indonesia & Perkembangannya , cetakan kedua, Jakarta: PT. 

Sofmedia, 2015, hlm. 36 
3
 https://m.merdeka.com/peristiwa/ini-21-titik-kamera-etle-pelanggar-batas-kecepatan-amp-odol-

di-tol-trans-jawa-sumatera.html  
4
 Kumparan.com, Pelanggaran ETLE Speedcam Paling Banyak di Tol Trans Sumatera,  

https://kumparan.com/kumparanoto/pelanggaran-etle-speedcam-paling-banyak-di-tol-trans-

sumatera-1xsNJUVQ9WH  

https://m.merdeka.com/peristiwa/ini-21-titik-kamera-etle-pelanggar-batas-kecepatan-amp-odol-di-tol-trans-jawa-sumatera.html
https://m.merdeka.com/peristiwa/ini-21-titik-kamera-etle-pelanggar-batas-kecepatan-amp-odol-di-tol-trans-jawa-sumatera.html
https://kumparan.com/kumparanoto/pelanggaran-etle-speedcam-paling-banyak-di-tol-trans-sumatera-1xsNJUVQ9WH
https://kumparan.com/kumparanoto/pelanggaran-etle-speedcam-paling-banyak-di-tol-trans-sumatera-1xsNJUVQ9WH
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Berdasarkan data PT Jasa Marga (Persero) selaku Badan Usaha Jalan Tol, 

sepanjang Tahun 2021 lalu tercatat sebanyak 1.345 kejadian kecelakaan 

terjadi di seluruh Jalan Tol Jasa Marga Group. Faktor penyebab kecelakaan 

utama yaitu sebesar 82% adalah faktor pengemudi, yang diikuti oleh 17% 

faktor kendaraan dan 1% faktor lingkungan. Untuk faktor pengemudi di 

antaranya karena Over Speed, yaitu sebanyak 42,9% dari total jumlah 

kecelakaan. Tidak hanya karena Over Speed, faktor kecelakaan yang 

diakibatkan oleh kondisi kendaraan pun menjadi fokus kami dalam 

meningkatkan keamanan dan keselamatan pengguna jalan.
5
 

Sistem tilang elektronik di Jalan Tol diharapkan dapat menambah kesadaran 

pengguna jalan untuk mematuhi kecepatan maksimal dan lebih berhati hati 

berkendara di Jalan Tol. Dari hasil evaluasi manajemen, salah satu faktor 

tertinggi kecelakaan disebabkan akibat kelelahan/mengantuk dan kecepatan 

berkendara yang melebihi batas maksimum. 

Seiring fenomena meningkatnya jumlah kendaraan di Indonesia, lalu lintas 

dijalan tol menjadi lebih diperhatikan dan memiliki peranan yang sangat 

penting serta strategis sehingga dalam penyelenggarannya, dikuasai oleh 

Negara dan pembinaannya dilakukan oleh Pemerintah dengan tujuan untuk 

mewujudkan lalu lintas dan angkutan jalan dengan selamat, aman, cepat, 

lancar, tertib, nyaman dan efisien.  

                                                           
5
 https://bpjt.pu.go.id/berita/sosialisasi-penerapan-electronic-traffic-law-enforcement-etle-di-jalan-

tol-penegakan-hukum-kendaraan-over-speed-over-load-di-jalan-tol-trans-jawa-dan-jalan-tol-trans-

sumatera  

https://bpjt.pu.go.id/berita/sosialisasi-penerapan-electronic-traffic-law-enforcement-etle-di-jalan-tol-penegakan-hukum-kendaraan-over-speed-over-load-di-jalan-tol-trans-jawa-dan-jalan-tol-trans-sumatera
https://bpjt.pu.go.id/berita/sosialisasi-penerapan-electronic-traffic-law-enforcement-etle-di-jalan-tol-penegakan-hukum-kendaraan-over-speed-over-load-di-jalan-tol-trans-jawa-dan-jalan-tol-trans-sumatera
https://bpjt.pu.go.id/berita/sosialisasi-penerapan-electronic-traffic-law-enforcement-etle-di-jalan-tol-penegakan-hukum-kendaraan-over-speed-over-load-di-jalan-tol-trans-jawa-dan-jalan-tol-trans-sumatera
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Lalu lintas dan angkutan jalan merupakan hal yang penting dalam 

meningkatkan mobilitas sosial masyarakat. Lalu Lintas dan angkutan jalan ini 

sangat dekat dengan masyarakat, karena setiap waktu masyarakat terus 

berkaitan dengan bermacam-macam kepentingan. Sebagai pemakai jalan tol, 

kurangnya tingkat kedisiplinan dalam berlalu lintas, karena hal itu dapat 

mengakibatkan terjadinya kecelakaan lalu lintas. Sudah menjadi kebiasaan 

masyarakat bahwa orang yang merasa dirinya melanggar peraturan peraturan 

lalu lintas apabila si pelanggar tertangkap oleh petugas. 

Banyaknya kasus pelanggaran lalu lintas di jalan tol yang dilakukan oleh 

pengguna jalan tersebut yang akhirnya mengakibatkan angka kecelakaan lalu 

lintas semakin meningkat. Implikasi dari permasalahan itu antara lain 

menyangkut pelanggaran hukum lalu lintas yaitu pelanggaran batas kecepatan 

dan pelanggaran lalu lintas lainnya.  

Dampak yang di sebabkan pelanggaran lalu lintas begitu besar sehingga di 

perlukan strategi dan langkah-langkah perbaikan sistem administrasi, 

prosedur, dan mekanisme penindakan pelanggaran lalu lintas jalan tol tertentu 

yang efektif dan lebih baik. Langkah-langkah dan metode tersebut berfungsi 

menciptakan suatu kondisi ketertiban dan kelancaran dalam berlalu lintas. 

Dengan penekanan dalam aspek hukum berupa sanksi hukum bagi pelanggar 

lalu lintas di harapkan pemakai atau pengguna jalan mematuhi aturan-aturan 

berlalu lintas sehingga tidak melakukan pelanggaran.  

Pelanggaran lalu lintas seringkali terjadi dan tentunya menjadi keprihatinan 

semua pihak. Upaya menekan angka pelanggaran lalu lintas serta akibat yang 
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timbul dari terjadinya pelanggaran lalu lintas, pihak kepolisian sudah 

melaksanakan berbagai upaya dan kegiatan baik bersifat preventif maupun 

represif guna mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan 

kelancaran berlalu lintas yang baik.  

Pelanggaran lalu lintas diatur dalam peraturan perundang-undangan yang 

termuat dalam Pasal 1 Undang-Undang No 22 Tahun 2009 tentang Lalu 

Lintas dan Angkutan Jalan.
6
 Akibat hukum dari adanya pelanggaran lalu 

lintas yaitu adanya pidana bagi si pelanggar yang menyebabkan terjadinya 

peristiwa itu dan dapat juga disertai tuntutan perdata atas kerugian material 

yang ditimbulkan. 

Untuk menanggulangi pelanggaran lalu lintas, maka diperlukan regulasi 

mengenai bagaimana berlalu lintas yang aman, tertib, lancar dan efisien guna 

menjamin kelancaran berbagai aktifitas dalam mewujudkan kesejahteraan 

masyarakat serta memberikan sanksi yang tegas bagi pelanggar. Regulasi 

tersebut diwujudkan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang 

Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.  

Pelanggaran aturan batas kecepatan diatur dalam pasal 287 Ayat (5) Undang-

Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. 

Pasal 287 Ayat (5) yang menyatakan bahwa: 

“Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang 

melanggar aturan batas kecepatan paling tinggi atau paling rendah 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 Ayat (4) huruf g atau Pasal 115 

                                                           
6
 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan 
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huruf a dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau 

denda paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).” 

Penegakan hukum mengenai aturan batas kecepatan mempunyai orientasi 

yang sama dengan mekanisme penegakan hukum pada hakekatnya. Dalam 

pengertian lain menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum (law 

enforcement) menghendaki empat syarat yaitu: adanya aturan, adanya 

lembaga yang akan menjalankan peraturan itu, adanya fasilitas untuk 

mendukung pelaksanaan peraturan itu, adanya kesadaran hukum dari 

masyarakat yang terkena peraturan itu.
7
 

Transportasi atau pengangkutan merupakan bidang kegiatan yang sangat 

penting dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Pentingnya transportasi bagi 

masyarakat Indonesia disebabkan oleh beberapa faktor antara lain keadaan 

geografis Indonesia yang terdiri dari ribuan pulau kecil dan besar, perairan 

yang terdiri dari sebagian besar laut, sungai dan danau yang memungkinkan 

pengangkutan dilakukan melalui darat, perairan, dan udara guna menjangkau 

seluruh wilayah Indonesia.
8
 Secara umum transportasi memegang peranan 

penting dalam dua hal yaitu pembangunan ekonomis dan pembangunan non 

ekonomis.  

Perlu diketahui juga bahwa dengan meningkatnya penggunaan alat 

transportasi juga berdampak pada meningkatnya pelanggaran lalu lintas. 

Kelalaian berupa pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh pengguna 

transportasi sering kali menyebabkan terjadinya kecelakaan lalu lintas. 

                                                           
7
 Soerjono Soekanto, 1987, Pendekatan Sosiologi Terhadap Hukum, Jakarta: Bina Aksara, hal. 9 

8
 Abdulkadir Muhammad, 1998, “Hukum Pengangkutan Niaga”, Citra Aditya Bakti, Bandung, 

hlm. 7 
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Sebagian besar kecelakaan lalu lintas disebabkan karena faktor manusia 

sebagai pengguna jalan sering tidak patuh terhadap peraturan lalu lintas. 

Namun tidak hanya bersumber dari pengguna jalan lintas (manusia), juga 

ditemukan penyebab di luar faktor dari manusia itu sendiri seperti ban pecah, 

rem blong, jalan berlubang, dan lain-lain.
9
 

Terbentuknya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas 

Angkutan Jalan diharapkan dapat membuat masyarakat dapat lebih tertib 

dalam berlalu lintas sehingga dapat mengurangi jumlah kecelakaan serta 

permasalahan lalu lintas lainnya. Akan tetapi pada kenyataanya di lapangan, 

kita masih belum sadar untuk tertib berlalu lintas, hal tersebut dapat dilihat 

dari tingginya jumlah pelanggaran lalu lintas.  

Pelanggaran lalu lintas apabila diabaikan dapat menimbulkan kecelakaan lalu 

lintas dan masalah lalu lintas lainnya. Banyaknya kasus pelanggar lalu lintas 

di jalan Tol Trans Sumatera. Maka Ditlantas Polda Lampung akan melakukan 

penegakkan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas yaitu: pelanggaran batas 

kecepatan dan pelanggaran lalu lintas lainnya.  

Untuk mengatasi kecelakaan lalu lintas serta permasalahan lalu lintas lainnya 

dibutuhkan suatu upaya, salah satunya dengan mengimplementasi penegakan 

hukum pidana secara efektif terhadap pelaku pelanggaran lalu lintas, 

harapanya masyarakat dapat lebih disiplin dalam berlalu lintas sehingga 

terciptanya kedamaian berlalu lintas. Implementasi penegakan hukum pidana 

                                                           
9
 Prasasti AP, 2013,“Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pelanggaran Aturan Lalu Lintas Di 

Kabupaten Klaten, http://e-journal.uajy.ac.id/id/eprint/4996,  

http://e-journal.uajy.ac.id/id/eprint/4996
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tehadap pelaku pelanggaran lalu lintas juga kerap tidak dapat berjalan secara 

efektif, hal itu dipengaruhi oleh berbagai faktor. 

Berdasarkan penjelasan di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti 

permasalahan hukum tersebut dalam bentuk penelitian skripsi dengan judul: 

“Implementasi Penegakan Hukum Pidana terhadap Pelanggaran Lalu Lintas 

Di Jalan Tol Mengenai Batas Kecepatan Maksimal Kendaraan (Studi di Jalan 

Tol Wilayah Bakauheni-Terbanggi Besar)”. 

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup  

1. Permasalahan 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka akan diuraikan 

rumusan masalah yang akan diteliti yaitu sebagai berikut: 

1. Apakah bentuk-bentuk pelanggaran lalu lintas di jalan tol Wilayah 

Bakauheni-Terbanggi Besar? 

2. Bagaimanakah implementasi penegakan hukum pidana terhadap  

pelanggaran lalu lintas di jalan tol mengenai batas kecepatan maksimal 

kendaraan Wilayah Bakauheni-Terbanggi Besar? 

3. Apakah faktor penghambat penegakan hukum pidana terhadap 

pelanggaran lalu lintas di jalan tol mengenai batas kecepatan maksimal 

kendaraan Wilayah Bakauheni-Terbanggi Besar? 

  

2. Ruang Lingkup 

Ruang lingkup secara substansi mengenai hukum pidana dengan objek 

peneliti: implementasi penegakan hukum pidana terhadap pelanggaran lalu 
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lintas, bentuk-bentuk pelanggaran lalu lintas, faktor-faktor yang menghambat 

penegakan hukum pidana terhadap pelanggaran lalu lintas, lokasi peneliti di 

Badan Pengatur Jalan Tol, dan data penelitian Tahun 2022. 

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, penelitian ini mempunyai tujuan-tujuan 

sebagai berikut: 

a. Untuk mengetahui bentuk-bentuk pelanggaran lalu lintas di jalan tol 

Wilayah Bakauheni-Terbanggi Besar 

b. Untuk mengetahui implementasi penegakan hukum pidana terhadap 

pelanggaran lalu lintas di jalan tol mengenai batas kecepatan maksimal 

kendaraan Wilayah Bakauheni-Terbanggi Besar  

c. Untuk mengetahui faktor penghambat penegakan hukum pidana terhadap 

pelanggaran lalu lintas di jalan tol mengenai batas kecepatan maksimal 

kendaraan Wilayah Bakauheni-Terbanggi Besar 

 
2. Kegunaan Penelitian 

a. Kegunaan Teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah 

wawasan dan ilmu pengetahuan dalam pengembangan ilmu hukum di 

bidang hukum pidana, khususnya di bidang peradilan pidana dalam tindak 

pidana lalu lintas. Selanjutnya hasil penelitian ini diharapkan menjadi 

referensi bagi penelitian-penelitian sejenis, pada masa mendatang. 

b. Kegunaan Praktis hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai sumber 

pemikiran kepada para praktisi, pemerintah, dan aparat penegak hukum 
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serta memperluas pengetahuan tentang proses peradilan pidana dalam 

tindak pidana lalu lintas, serta dapat membantu aparat yang berwenang 

dalam menjalankan tugasnya. 

 
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual 

1. Kerangka Teoritis 

Kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang merupakan abstraksi dari hasil-

hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk 

mengadakan kesimpulan terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap 

relevan untuk penelitian.
10

 

a. Teori Penegakan Hukum Pidana 

Penegakan hukum adalah suatu proses untuk menanggulangi kejahatan secara 

rasional, memenuhi rasa keadilan dan berdaya guna. Dalam rangka 

menanggulangi kejahatan terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat 

diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana ataupun non hukum 

pidana, yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya.  

Apabila sarana pidana dipanggil untuk menanggulangi kejahatan berarti akan 

dilakukan politik hukum pidana, yaitu mengadakan pemilihan untuk mencapai 

hasil perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi 

pada suatu waktu dan untuk masa yang akan datang.
11

 Berdasarkan pengertian 

di atas maka Penegakan hukum pidana adalah suatu proses untuk mewujudkan 

                                                           
10

 Soerjono soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, Jakarta, 1986, hlm. 25. 
11

 Barda Nawawi Arief, 2002, Kebijakan Hukum Pidana, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 

109. 
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ide-ide tentang keadilan dalam hukum pidana yang dilakukan oleh aparat 

penegak hukum dalam rangka menanggulangi kejahatan. 

Penegakan hukum menurut Barda Nawawi Arief dalam arti luas adalah 

penegakan seluruh norma tatanan kehidupan bermasyarakat sedangkan dalam 

arti sempit penegakan hukum diartikan sebagai praktik peradilan (dibidang 

politik, sosial, ekonomi, pertahanan serta keamanan). Penegakan hukum 

pidana terdiri dari dua tahap. Pertama, penegakan hukum pidana in abstracto 

dan kedua penegakan hukum pidana in concreto.  

Penegakan hukum pidana in abstracto adalah tahap pembuatan atau 

perumusan (formulasi) undang-undang oleh badan legislatif, yang disebut 

tahap legislasi. Penegakan hukum pidana in concreto terdiri dari tahap 

penerapan atau aplikasi dan pelaksanaan undang-undang oleh aparat penegak 

hukum, yang disebut tahap eksekusi. Penegakan hukum ditujukan untuk 

meningkatkan ketertiban dan kepastian hukum dalam masyarakat.
12

 

Penegakan hukum pidana yang rasional terdiri dari tiga tahap, yaitu sebagai 

berikut:
13

 

1. Tahap Formulasi 

Tahap formulasi adalah tahap penegakan hukum pidana in abstracto oleh 

badan pembentuk undang-undang. Dalam tahap ini pembentuk undang-

undang melakukan kegiatan memilih nilai-nilai yang sesuai dengan keadaan 

                                                           
12

 Barda Nawawi Arief, Beberapa Aspek Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana, 

Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005, hlm. 13. 
13

 Muladi, Barda Nawawi Arief, Teori-Teori dan Kebijakan Pidana, cet. 4, Bandung, 2010. hlm. 

173. 
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dan kondisi saat ini, kemudian merumuskan dalam bentuk peraturan 

perundang-undangan pidana yang baik untuk memenuhi syarat keadilan dan 

daya guna. Tahap ini disebut juga sebagai tahap kebijakan legislatif. 

Penegakan hukum yang dilakukan dalam proses tahap formulasi yaitu 

penegakan hukum pidana terhadap pelanggaran lalu lintas. Pelanggaran lalu 

lintas yang melampaui batas kecepatan maksimal kendaraan terdapat dalam 

Pasal 287 Ayat (5) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu 

Lintas dan Angkutan Jalan yang menyatakan bahwa “Setiap orang yang 

mengemudikan kendaraan Bermotor di jalan yang melanggar aturan batas 

kecepatan paling tinggi atau paling rendah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

106 Ayat (4) huruf g atau Pasal 115 huruf a dipidana dengan pidana kurungan 

paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus 

ribu rupiah)”.  

2. Tahap Aplikasi 

Tahap aplikasi adalah tahap penegakan hukum pidana (tahap penerapan 

hukum pidana) oleh aparat penegak hukum mulai dari kepolisian, kejaksaan 

hingga pengadilan. Dengan demikian aparat penegak hukum bertugas 

menegakkan serta menerapkan peraturan perundang-undangan pidana yang 

telah dibuat oleh pembuat undang-undang, dalam menjalankan tugas ini aparat 

penegak hukum harus berpegang teguh pada nilai-nilai keadilan dan daya 

guna. Tahap ini disebut tahap kebijakan yudikatif 
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3. Tahap Eksekusi 

Tahap eksekusi adalah tahap penegakan hukum pidana secara konkret oleh 

aparat pelaksana pidana. Dalam tahap ini aparat pelaksana pidana bertugas 

menegakkan peraturan pidana yang telah dibuat oleh pembentuk undang-

undang melalui penerapan pidana yang telah ditetapkan oleh pengadilan. 

Aparat pelaksana dalam melaksanakan tugasnya harus berpedoman pada 

peraturan perundang-undangan yang telah dibuat oleh pembentuk undang-

undang dan nilai-nilai keadilan dan daya guna. 

Hakikatnya penegakan hukum merupakan proses penyesuaian antara nilai-

nilai, keadaan, dan pola perilaku nyata yang bertujuan untuk mencapai 

kedamaian. Oleh karena itu tugas penegakan hukum adalah mencapai 

keadilan. Proses penegakan hukum tidak dapat dilakukan secara menyeluruh 

(total enforcement), artinya tidak semua bentuk tindak pidana terhadap pelaku 

yang telah memenuhi rumusannya dapat dilakukan penuntutan di pengadilan. 

Seseorang yang tidak dapat dilakukan penuntutan dibatasi oleh undang-

undang itu sendiri, misalnya perlu adanya pengaduan terlebih dahulu agar 

suatu tindak pidana tersebut dapat diproses. 

b. Teori Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum 

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide 

kepastian hukum, kemanfaatan sosial dan keadilan. Penegakan hukum 

sebenarnya terletak pada faktor yang menjadi penghambat. Faktor tersebut 
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mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak 

pada isi faktor tersebut. Faktor tersebut yaitu sebagai berikut:
14

 

a. Faktor Hukumnya Sendiri, hukum yang dibahas dibatasi pada Undang-

Undang.  

b. Faktor Penegak Hukum, yaitu pihak-pihak yang membentuk ataupun 

menerapkan hukum 

c. Faktor Sarana atau Fasilitas yang mendukung penegakan hukum. 

d. Faktor Masyarakat, yaitu lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau 

di terapkan. 

e. Faktor Kebudayaan, yaitu dasar dari berlakunya hukum adat. Berlakunya 

hukum tertulis (Perundang-Undangan) harus mencerminkan nilai-nilai 

yang menjadi dasar hukum adat. 

   

2. Konseptual 

Konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-

konsep khusus yang merupakan kesimpulan dari arti-arti yang berkaitan 

dengan istilah yang ingin diteliti, agar tidak terjadi kesalahpahaman terhadap 

permasalahan. Maka penulis menguraikan pengertian yang berhubungan 

dengan penulisan proposal skripsi ini supaya tidak terjadi pemahaman atau 

penafsiran yang berbagai macam dan ditujukan untuk memberikan 

pemahaman yang jelas. Konsep dari beberapa istilah yang digunakan dalam 

penelitian ini yaitu: 

a. Implementasi adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana 

yang sudah disusun secara matang dan terperinci dilakukan setelah 

perencanaan sudah dianggap sempurna bukan sekedar aktivitas, akan 

                                                           
14

 Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Jakarta: PT. Raja 

Grafindo Persada, 2016, hlm. 8. 
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tetapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan 

kegiatan.
15

 

b. Penegakan Hukum Pidana adalah proses untuk mewujudkan keinginan-

keinginan hukum yaitu ide-ide atau konsep-konsep badan pembuat 

undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum 

menjadi menjadi kenyataan.
16

 

c. Pelanggaran Lalu Lintas adalah perbuatan atau tindakan yang bertentangan 

dengan ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan lalu lintas.
17

 

d. Jalan Tol adalah jalan umum yang merupakan bagian sistem jaringan jalan 

dan sebagai jalan nasional yang penggunaannya diwajibkan membayar 

tol.
18

 

e. Jalan Tol Trans Sumatera wilayah Bakauheni-Terbanggi Besar adalah 

jalan bebas hambatan yang memiliki ruas sepanjang 140,94 Km. 

 

E. Sistematika Penulisan 

Sistematika yang disajikan agar mempermudah dalam penulisan skripsi secara 

keseluruhan diuraikan sebagai berikut: 

I. PENDAHULUAN 

Bab ini terdiri dari latar belakang, permasalahan dan ruang lingkup penelitian, 

tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teoritis dan konseptual serta 

sistematika penulisan. 

                                                           
15

 Nurdin Usman, Konteks Implementasi, Grasindo, Jakarta, 2012, hlm. 70. 
16

 Satjipto Rahardjo, Masalah Penegakan Hukum, Bandung : Sinar Baru, 1983.hlm. 24. 
17

 Naning Rondlon, Menggairahkan Kesadaran Hukum Masyarakat dan Disiplin Penegak Hukum 

dan Lalu Lintas, Jakarta: Bina Ilmu, 1983, hlm. 19.   
18

 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol 
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II. TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini sebagai pengantar dalam memahami pengertian-pengertian umum 

tentang pokok-pokok bahasan yang merupakan tinjauan yang bersifat teoritis 

yang terdiri dari Tinjauan umum tentang Penegakan hukum pidana, Pengertian 

Pelanggaran lalu lintas, Faktor penyebab pelanggaran lalu lintas, Macam-

macam pelanggaran lalu lintas, dan Tinjauan umum tentang jalan tol Wilayah 

Bakauheni-Terbanggi Besar. 

III. METODE PENELITIAN 

Bab ini menjelaskan mengenai metode yang digunakan dalam penelitian yang 

terdiri dari pendekatan masalah, sumber dan jenis data, prosedur pengumpulan 

dan pengolahan data, serta analisis data. 

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Bab ini menjelaskan tentang pembahasan berdasarkan hasil penelitian dari 

permasalahan yang ada dalam penelitian ini, yaitu: bentuk-bentuk pelanggaran 

lalu lintas di jalan tol Wilayah Bakauheni-Terbanggi Besar. Implementasi 

penegakan hukum pidana terhadap pelanggaran lalu lintas di jalan tol 

mengenai batas kecepatan maksimal kendaraan Wilayah Bakauheni-Terbanggi 

Besar. Faktor penghambat penegakan hukum pidana terhadap pelanggaran lalu 

lintas di jalan tol mengenai batas kecepatan maksimal kendaraan Wilayah 

Bakauheni-Terbanggi Besar. 

V. PENUTUP 

Bab ini memuat simpulan dari pembahasan yang menghasilkan jawaban atas 

permasalahan dari hasil-hasil penelitian serta saran-saran dari penulis yang 
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berhubungan dengan bentuk-bentuk pelanggaran lalu lintas di jalan tol 

Wilayah Bakauheni-Terbanggi Besar, implementasi penegakan hukum pidana 

terhadap pelanggaran lalu lintas di jalan tol mengenai batas kecepatan 

maksimal kendaraan Wilayah Bakauheni-Terbanggi Besar, dan faktor 

penghambat penegakan hukum pidana terhadap pelanggaran lalu lintas di jalan 

tol mengenai batas kecepatan maksimal kendaraan Wilayah Bakauheni-

Terbanggi Besar.



 
 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Tinjauan Umum Tentang Penegakan Hukum Pidana  

Penegakan hukum adalah suatu proses untuk menanggulangi kejahatan secara 

rasional, memenuhi rasa keadilan dan berdaya guna. Dalam rangka 

menanggulangi kejahatan terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat 

diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana ataupun non hukum 

pidana, yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya.  

Apabila sarana pidana dipanggil untuk menanggulangi kejahatan berarti akan 

dilakukan politik hukum pidana, yaitu mengadakan pemilihan untuk mencapai 

hasil perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi 

pada suatu waktu dan untuk masa yang akan datang.
19

 Berdasarkan pengertian 

di atas maka Penegakan hukum pidana adalah suatu proses untuk mewujudkan 

ide-ide tentang keadilan dalam hukum pidana yang dilakukan oleh aparat 

penegak hukum dalam rangka menanggulangi kejahatan. 

Penegakan hukum menurut Barda Nawawi Arief dalam arti luas adalah 

penegakan seluruh norma tatanan kehidupan bermasyarakat sedangkan dalam 

arti sempit penegakan hukum diartikan sebagai praktik peradilan (dibidang 

politik, sosial, ekonomi, pertahanan serta keamanan). Penegakan hukum 
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pidana terdiri dari dua tahap. Pertama, penegakan hukum pidana in abstracto 

dan kedua penegakan hukum pidana in concreto.  

Penegakan hukum pidana in abstracto adalah tahap pembuatan atau 

perumusan (formulasi) undang-undang oleh badan legislatif, yang disebut 

tahap legislasi. Penegakan hukum pidana in concreto terdiri dari tahap 

penerapan atau aplikasi dan pelaksanaan undang-undang oleh aparat penegak 

hukum, yang disebut tahap eksekusi. Penegakan hukum ditujukan untuk 

meningkatkan ketertiban dan kepastian hukum dalam masyarakat.
20

 

Penegakan hukum menurut Jimmly Asshadique adalah suatu proses dilakukan 

upaya demi tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata 

sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan hukum dalam 

kehidupan bermasyarakat. Dalam penegakan hukum pidana harus melalui 

beberapa tahap sebagai usaha atau proses rasional yang sengaja direncanakan  

untuk mencapai suatu tujuan tertentu yang merupakan suatu aktifitas yang 

tidak termasuk dari nilai-nilai dalam suatu pemidanaan. 

Penegakan hukum pidana yang rasional terdiri dari tiga tahap, yaitu sebagai 

berikut:
21

 

1. Tahap Formulasi 

Tahap formulasi adalah tahap penegakan hukum pidana in abstracto oleh 

badan pembentuk undang-undang. Dalam tahap ini pembentuk undang-
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undang melakukan kegiatan memilih nilai-nilai yang sesuai dengan keadaan 

dan kondisi saat ini, kemudian merumuskan dalam bentuk peraturan 

perundang-undangan pidana yang baik untuk memenuhi syarat keadilan dan 

daya guna. Tahap ini disebut juga sebagai tahap kebijakan legislatif. 

Penegakan hukum yang dilakukan dalam proses tahap formulasi yaitu 

penegakan hukum pidana terhadap pelanggaran lalu lintas. Pelanggaran lalu 

lintas yang melampaui batas kecepatan maksimal kendaraan terdapat dalam 

Pasal 287 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu 

Lintas dan Angkutan Jalan yang menyatakan bahwa “Setiap orang yang 

mengemudikan kendaraan Bermotor di jalan yang melanggar aturan batas 

kecepatan paling tinggi atau paling rendah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

106 Ayat (4) huruf g atau Pasal 115 huruf a dipidana dengan pidana kurungan 

paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus 

ribu rupiah)”.  

2. Tahap Aplikasi  

Tahap aplikasi adalah tahap penegakan hukum pidana (tahap penerapan 

hukum pidana) oleh aparat penegak hukum mulai dari kepolisian, kejaksaan 

hingga pengadilan. Dengan demikian aparat penegak hukum bertugas 

menegakkan serta menerapkan peraturan perundang-undangan pidana yang 

telah dibuat oleh pembuat undang-undang, dalam menjalankan tugas ini aparat 

penegak hukum harus berpegang teguh pada nilai-nilai keadilan dan daya 

guna. Tahap ini disebut tahap kebijakan yudikatif. 
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3. Tahap Eksekusi 

Tahap eksekusi adalah tahap penegakan hukum pidana secara konkret oleh 

aparat pelaksana pidana. Dalam tahap ini aparat pelaksana pidana bertugas 

menegakkan peraturan pidana yang telah dibuat oleh pembentuk undang-

undang melalui penerapan pidana yang telah ditetapkan oleh pengadilan. 

Aparat pelaksana dalam melaksanakan tugasnya harus berpedoman pada 

peraturan perundang-undangan yang telah dibuat oleh pembentuk undang-

undang dan nilai-nilai keadilan dan daya guna. 

Hakikatnya penegakan hukum merupakan proses penyesuaian antara nilai-

nilai, keadaan, dan pola perilaku nyata yang bertujuan untuk mencapai 

kedamaian. Oleh karena itu tugas penegakan hukum adalah mencapai 

keadilan. Proses penegakan hukum tidak dapat dilakukan secara menyeluruh 

(total enforcement), artinya tidak semua bentuk tindak pidana terhadap pelaku 

yang telah memenuhi rumusannya dapat dilakukan penuntutan di pengadilan. 

Seseorang yang tidak dapat dilakukan penuntutan dibatasi oleh undang-

undang itu sendiri, misalnya perlu adanya pengaduan terlebih dahulu agar 

suatu tindak pidana tersebut dapat diproses. 

Menangangi masalah-masalah dalam penegakan hukum pidana yang terjadi di 

dalam masyarakat dapat dilakukan secara: 

1. Upaya Non Penal (Preventif) menitikberatkan pada pencegahan sebelum 

terjadinya kejahatan dan secara tidak langsung dilakukan tanpa 

menggunakan sarana pidana atau hukum pidana. Dalam upaya non penal 

sasaran utamanya adalah faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya 
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kejahatan,yaitu masalah-masalah atau kondisi sosial yang secara langsung 

atau tidak langsung dapat menimbulkan kejahatan. Misalnya: 

a. Meningkatkan pendidikan moral, dan 

b. Memperbaiki keadaan sosial dan ekonomi masyarakat, meningkatkan 

kesadaran hukum serta disiplin masyarakat.
22

 

2. Upaya Penal (Represif) menitikberatkan pada pemberantasan setelah 

terjadinya kejahatan yang dilakukan dengan hukum pidana, berupa sanksi 

pidana yang merupakan ancaman bagi pelakunya. Penyidikan, penyidikan 

lanjutan, penuntutan dan seterusnya merupakan bagian-bagian dari tahapan 

upaya penal. Dalam upaya penal tindakan yang dilakukan dalam rangka 

menanggulangi kejahatan sampai pada tindakan pembinaan ataupun 

rehabilitasi.  

Faktor yang mempengaruhi penegakan hukum pidana yaitu sebagai berikut: 

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide 

kepastian hukum, kemanfaatan sosial dan keadilan. Penegakan hukum 

sebenarnya terletak pada faktor yang menjadi penghambat. Faktor tersebut 

mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak 

pada isi faktor tersebut. Faktor tersebut yaitu sebagai berikut:
23

  

a. Faktor Hukumnya Sendiri, hukum yang dibahas dibatasi pada Undang-

Undang.  

b. Faktor Penegak Hukum, yaitu pihak-pihak yang membentuk ataupun 

menerapkan hukum 

c. Faktor Sarana atau Fasilitas yang mendukung penegakan hukum. 
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d. Faktor Masyarakat, yaitu lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau 

di terapkan. 

e. Faktor Kebudayaan, yaitu dasar dari berlakunya hukum adat. Berlakunya 

hukum tertulis (Perundang-Undangan) harus mencerminkan nilai-nilai 

yang menjadi dasar hukum adat.  

 

B. Tinjauan Umum Tentang Pelanggaran Lalu Lintas 

1. Pengertian Pelanggaran Lalu Lintas 

Pelanggaran lalu lintas adalah suatu perbuatan atau tindakan yang dilakukan 

oleh seseorang yang mengemudi kendaraan umum atau kendaraan bermotor 

yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Menurut Ramdlon 

Naning menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan pelanggaran lalu lintas 

jalan adalah perbuatan atau tindakan yang bertentangan dengan ketentuan-

ketentuan peraturan perundang-undangan lalu lintas.
24

 Yang dapat diartikan 

sebagai perbuatan tidak tertib dalam lalu lintas. Pelanggaran yang dimaksud 

sebagaimana diatur dalam Pasal 105 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 

yang menyatakan bahwa: 

a. Berperilaku tertib dan/atau 

b. Mencegah hal-hal yang dapat merintangi, membahayakan keamanan 

dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan atau yang dapat 

menimbulkan kerusakan jalan. 

Jika dalam ketentuan di atas hal tersebut dilanggar maka akan dikualifikasi 

sebagai suatu hal pelanggaran yang terlibat dalam kecelakaan. Untuk dapat 

memberikan penjelasan tentang pelanggaran lalu lintas yang lebih terperinci, 

maka perlu dijelaskan terlebih dahulu mengenai pelanggaran itu sendiri. 
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Secara khusus pengertian pelanggaran adalah overtredingen atau disebut 

sebagai suatu perbuatan yang melanggar sesuatu yang berhubungan dengan 

hukum, atau dengan kata lain yaitu perbuatan melawan hukum.  

Demikian pula menurut pandangan Bambang Poernomo yang mengemukakan 

bahwa pelanggaran adalah politis-on recht dan kejahatan adalah crimineel-on 

recht. Politis-on recht yaitu perbuatan yang tidak mentaati larangan atau 

keharusan yang ditentukan oleh penguasa negara. Sedangkan crimineel-on 

recht yaitu perbuatan yang bertentangan dengan hukum.
25

 

Jika dilihat dari sudut pandang hukum pidana, KUHP sudah mengatur 

mengenai pelanggaran yang terdapat di dalam buku ke III. Sedangkan dalam 

buku ke II diatur mengenai kejahatan. Dalam ketentuan hukum pidana 

terdapat dua pandangan mengenai kriteria pembagian tindak pidana kejahatan 

dan pelanggaran, yaitu bersifat kualitatif dan kuantitatif. 

Perbuatan dipandang sebagai tindak pidana setelah adanya undang-undang 

yang mengatur dan menyatakannya sebagai tindak pidana menurut pandangan 

yang bersifat kualitatif. Sedangkan kejahatan bersifat recht delicten yang 

berarti sesuatu yang dipandang sebagai perbuatan yang bertentangan dengan 

keadilan. Menurut pandangan yang bersifat kualitatif terdapat ancaman pidana 

pelanggaran lebih ringan dari kejahatan.  

Perbedaan antara tindak pidana menurut JM Van Bemmelen dalam bukunya 

“Handen Leer Boek Van Het Nederlandse Strafrecht” menjelaskan bahwa 

perbedaan antara kedua golongan tindak pidana ini (kejahatan dan 
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pelanggaran) tidak bersifat kualitatif, tetapi hanya kuantitatif, yaitu kejahatan 

pada umumnya diancam dengan hukuman yang lebih berat dari pada 

pelanggaran dan nampaknya ini didasarkan pada sifat lebih berat dari 

kejahatan.
26

 

2. Faktor Penyebab Pelanggaran Lalu Lintas 

Penyebab terjadinya suatu pelanggaran lalu lintas disebabkan oleh beberapa 

faktor yaitu sebagai berikut:
27

 

a. Faktor Manusia 

Suwardjoko menyatakan bahwa pelanggaran lalu lintas disebabkan 

karena pemakai jalan yang kurang disiplin dan memperhatikan 

kesadaran hukum, baik itu pengemudi, pemilik kendaraan, ataupun 

pejalan kaki.
28

 Penyebab pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas 

dijelaskan oleh Hobbs paling banyak disebabkan oleh manusia, yang 

mencakup sistim indra manusia seperti penglihatan, pendengaran, dan 

pengetahuan tentang tata cara lalu lintas. Seringkali adanya tingkah laku 

dari pengemudi yang tidak takut melakukan pelanggaran karena adanya 

faktor-faktor yang menjamin seperti bisa diselesaikan dengan cara 

damai yang membuat para pelanggar lalu lintas menyepelekan 

peraturan-peraturan yang berlaku.
29

 Akan tetapi, pengemudi yang 

melakukan perjalanan melalui jalur alternatif jalan tol akan jika 
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dipantau telah melakukan pelanggaran lalu lintas maka akan dikenakan 

sanksi atau tilang, karena disetiap jalur jalan tol sudah dilakukan 

pemasangan alat speed camera oleh petugas. 

b. Faktor Kendaraan 

Ikhsan menyatakan bahwa Kendaraan adalah alat yang dapat bergerak 

di jalan yang terdiri dari kendaraan bermotor atau kendaraan tidak 

bermotor. Kendaraan merupakan salah satu faktor yang secara langsung 

terlibat dalam dinamika lalu lintas jalan yang dikendalikan oleh 

manusia.
30

 Faktor kendaraan yang sering terjadi ialah ban pecah, rem 

tidak berfungsi sebagaimana mestinya, kelelahan logam yang 

mengakibatkan bagian kendaraan patah, alat-alat kendaraan yang sudah 

seharusnya diganti, dan masih banyak penyebab lainnya. Perkembangan 

kendaraan yang semakin maju ini jika tidak diimbangi dengan 

perkembangan sarana jalan yang memadai, maka dapat menyebabkan 

kemacetan atau kecelakaan lalu lintas. 

c. Faktor jalan 

Faktor jalan berhubungan dengan kecepatan rencana jalan, pagar 

pengaman, dan jarak pandang serta kondisi permukaan jalan. Jalan yang 

rusak atau berlubang sangat membahayakan pemakai jalan terutama 

kendaraan bermotor. Kondisi jalan ini menjadi penyebab terjadinya 

pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas seperti jalan rusak, tikungan 

tajam, dan jalan bergelombang. 
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d. Faktor Keadaan Alam 

Pelanggaran lalu lintas yang disebabkan oleh faktor keadaan alam 

terjadi dalam keadaan yang tidak terduga. Ketika hujan turun, maka 

pada umumnya semua kendaraan akan menambah laju kendaraannya 

sehingga pelanggaran lalu lintas akan terjadi. 

  

3. Macam-Macam Pelanggaran Lalu Lintas 

Pelanggaran lalu lintas diatur tegas dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 

2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Sebagai negara hukum, setiap 

warga Indonesia hendaklah patuh dan taat pada peraturan perundang-

undangan yang ada. Dalam hal ini jika peraturan tersebut tidak dipatuhi maka 

dapat diartikan bahwa yang bersangkutan telah melakukan pelanggaran.  

Macam-macam pelanggaran lalu lintas yang diatur dalam Undang-Undang 

Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yakni sebagai 

berikut: 

1. Menggunakan jalan dengan cara yang dapat merintangi dan 

membahayakan pengguna jalan lain; 

2. Melakukan perbuatan yang mengakibatkan gangguan fungsi rambu 

lalu lintas, marka jalan dan lain-lain (Pasal 275 Undang-Undang 

Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan); 

3. Mengemudikan kendaraan bermotor umum dalam trayek tidak 

singgah di terminal (Pasal 276 Undang-Undang Lalu Lintas Dan 

Angkutan Jalan); 

4. Mengemudikan kendaraan bermotor tidak dilengkapi peralatan 

berupa ban cadangan, pertolongan pertama pada kecelakaan, dan 

lain-lain (Pasal 278 Undang-Undang Lalu Lintas Dan Angkutan 

Jalan); 

5. Mengemudi kendaraan bermotor yang dipasangi perlengkapan 

yang dapat mengganggu keselamatan berlalu lintas (Pasal 279 

Undang-Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan); 
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6. Mengemudikan kendaraan bermotor tidak dipasangi tanda nomor 

kendaraan bermotor yang ditetapkan Kepolisian Republik 

Indonesia (Pasal 280 Undang-Undang Lalu Lintas Dan Angkutan 

Jalan); 

7. Mengemudikan kendaraan bermotor tanpa menggunakan Surat Izin 

Mengemudi (Pasal 281 Undang-Undang Lalu Lintas Dan 

Angkutan Jalan); 

8. Pengguna jalan tidak patuh perintah yang diberikan petugas POLRI 

(Pasal 282 Undang-Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan); 

9. Mengemudikan kendaraan bermotor secara tidak wajar dan 

melakukan kegiatan lain, dipengaruhi suatu keadaan dan dapat 

mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi jalan 

(Pasal 283 Undang-Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan); 

10. Mengemudi kendaraan bermotor tidak mengutamakan keselamatan 

pejalan kaki atau pesepeda (Pasal 284 Undang-Undang Lalu Lintas 

Dan Angkutan Jalan); 

11. Mengendarai kendaraan bermotor tidak memenuhi persyaratan 

teknis dan layak jalan yang meliputi kaca spion, klakson, dll (Pasal 

285 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan); 

12. Mengemudikan kendaraan bermotor melanggar rambu lalu lintas 

dan marka jalan (Pasal 287 Undang-Undang Lalu Lintas Dan 

Angkutan Jalan); 

13. Mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang melanggar 

aturan batas kecepatan paling tinggi atau paling rendah (Pasal 287 

Ayat (5) Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan); 

14. Mengemudikan kendaraan bermotor tidak dilengkapi Surat Tanda 

Nomor Kendaraan, tidak dapat menunjukkan Surat Izin 

Mengemudi, dan tidak dilengkapi surat keterangan uji berkala dan 

tanda uji berkala (Pasal 288 Undang-Undang lalu lintas dan 

Angkutan Jalan); 

15. Mengemudikan kendaraan bermotor penumpang yang ada di 

samping tidak mengenakan sabuk pengaman (Pasal 289 Undang-

Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan); 

16. Mengemudikan dan menumpang kendaraan bermotor tidak 

mengenakan sabuk keselamatan dan menggunakan helm (Pasal 290 

Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan); 

17. Mengendarai sepeda motor tanpa kereta samping mengangkut lebih 

dari satu orang (Pasal 292 Undang-Undang Lalu Lintas Dan 

Angkutan Jalan); 

18. Mengemudikan kendaraan bermotor tanpa menyalakan lampu 

utama pada siang hari dan malam hari pada kondisi tertentu (Pasal 

293 Undang-Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan); 

19. Mengemudikan kendaraan nermotor yang akan belok atau balik 

arah tanpa memberi isyarat dengan lalu atau tangan (Pasal 294 

Undang-Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan); 

20. Mengemudikan kendaran bermotor yang akan pindah jalur atau 

bergerak ke samping tanpa memberi isyarat (Pasal 295 Undang-

Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan);  
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21. Mengemudikan kendaraan bermotor berbalapan di jalan (Pasal 297 

Undang-Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan); 

22. Mengemudikan kendaraan bermotor tidak memasang segitiga 

pengaman, lampu isyarat peringatan bahaya atau isyarat lain pada 

saat berhenti parkir atau darurat (Pasal 298 Undang-Undang Lalu 

Lintas Dan Angkutan Jalan); 

23. Mengendarai kendaraan tidak bermotor berpegang pada kendaraan 

bermotor untuk ditarik, atau menarik benda (Pasal 299 Undang-

Undang Lalu Lintas Dan Angktan Jalan); 

24. Tidak menggunakan lajur yang telah ditentukan lajur kiri, tidak 

menghentikan kendaraan saat menaikkan penumpang, tidak 

menutup kendaran selama perjalanan (Pasal 300 Undang-Undang 

Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan); 

25. Mengendarai kendaraan bermotor angkutan barang yang tidak 

menggunakan kelas jalan (Pasal 301 Undang-Undang Lalu Lintas 

Dan Angkutan Jalan); 

26. Mengendarai kendaraan bermotor umum berhenti selain di tempat 

yang ditentukan, mengerem mendadak, menurunkan penumpang 

selain di tempat pemberhentian (Pasal 302 Undang-Undang Lalu 

Lintas Dan Angkutan Jalan); 

27. Mengemudikan mobil barang untuk mengangkut orang (Pasal 303 

Undang-Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan); 

28. Mengemudikan kendaraan angkutan orang dengan tujuan tertentu 

yang menaikkan dan menurunkan penumpang lain di sepanjang 

jalan (Pasal 304 Undang-Undang Lalu Lintas Dan Angkutan 

Jalan); 

29. Mengemudikan kendaraan bermotor yang mengangkut barang 

khusus yang tidak dipenuhi ketentuan (Pasal 305 Undang-Undang 

Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan); 

30. Mengemudikan kendaraan bermotor angkutan umum barang yang 

tidak mematuhi tata cara muatan, daya angkut dan dimensi 

kendaraan (Pasal 306 Undang-Undang Lalu Lintas Dan Angkutan 

Jalan); 

31. Mengemudikan kendaraan angkutan barang yang tidak dimuati 

surat muatan dokumen perjalanan (Pasal 307 Undang-Undang Lalu 

Lintas Dan Angkutan Jalan); 

32. Orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang tidak 

memiliki izin, angkutan orang dalam trayek, angkutan orang tidak 

dalam trayek, angkutan barang khusus dan alat berat, dan 

menyimpang dari izin (Pasal 308 Undang-Undang Lalu Lintas Dan 

Angkutan Jalan); 

33. Tidak mengasuransikan tanggung jawabnya untuk mengganti rugi 

penumpang, barang, pihak ketiga (Pasal 309 Undang-Undang Lalu 

Lintas Dan Angkutan Jalan); 

34. Tidak mengasuransikan awak kendaraan dan penumpang (Pasal 

313 Undang-Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan). 
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Pelanggaran lalu lintas yang melampaui batas kecepatan maksimal kendaraan 

terdapat dalam Pasal 287 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 

tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang menyatakan bahwa “Setiap 

orang yang mengemudikan kendaraan Bermotor di jalan yang melanggar 

aturan batas kecepatan paling tinggi atau paling rendah sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 106 Ayat (4) huruf g atau Pasal 115 huruf a dipidana 

dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak 

Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)”. 

Seperti halnya aturan batas kecepatan berkendara termuat juga dalam 

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas 

dan Angkutan Jalan Pasal 23 Ayat (4). Disebutkan bahwa batas kecepatan di 

jalan tol yaitu paling rendah 60 kilometer per jam dalam kondisi arus bebas 

dan paling tinggi 100 kilometer per jam untuk jalan bebas hambatan, sesuai 

dengan rambu lalu lintas yang terpasang.  

Pelanggaran-pelanggaran tersebut di atas masih berpatokan pada Peraturan 

Pelaksanaan UU No. 14 Tahun 1992 sebagaimana termasuk dalam ketentuan 

penutup Pasal 324 UU No. 22 Tahun 2009 tentang keberlakuan peraturan 

pelaksanaan tersebut. Adapun peraturan pelaksanaan yang dimaksud adalah : 

a. Isi Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan. 

b. Isi Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan 

Kendaraan Bermotor di Jalan.  

c. Isi Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan 

Lalu Lintas Jalan.  

d. Isi Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan 

Pengemudi.   
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C. Tinjauan Umum Tentang Jalan Tol Wilayah Bakauheni-Terbanggi 

Besar 

Jalan Tol merupakan sebagai sistem jaringan jalan umum lintas alternatif 

yang penggunannya diwajibkan membayar biaya tol. Tol merupakan 

sejumlah uang tertentu yang dibayarkan untuk penggunaan jalan tol. 

Besarnya tarif tol berbeda untuk setiap golongan kendaraan dan ketentuan 

tersebut telah ditetapkan berdasarkan keputusan presiden.
31

 Ruas jalan tol 

adalah bagian atau penggal dari jalan tol tertentu yang pengusahaannya dapat 

dilakukan oleh badan usaha tertentu. Sedangkan menurut Undang-Undang 

Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan, pengertian jalan tol adalah jalan umum 

yang merupakan bagian dari sistem jaringan jalan dan sebagai jalan nasional 

yang pengendarannya diwajibkan untuk membayar tol.
32

 

Salah satu ruas Tol Trans Sumatera yaitu Bakauheni-Terbanggi Besar yang 

memiliki panjang 140,94 km. Jalan Tol Bakauheni-Terbanggi Besar memiliki 

manfaat sebagai salah satu akses pergerakan pertumbuhan ekonomi 

masyarakat Lampung dan menciptakan pusat-pusat ekonomi baru di Pulau 

Sumatera, memperlancar jalur logistik, memotong biaya angkutan logistik, 

dan mempercepat waktu tempuh penerimaan barang.
33

 

Jalan Tol Bakauheni-Terbanggi Besar memiliki sembilan buah simpang susun 

atau junction yaitu di Bakauheni, Kalianda, Sidomulyo, Lematang, Kotabaru, 

Natar, Metro, Gunung Sugih dan Terbanggi Besar. Tol Bakauheni-Terbanggi 

Besar dilengkapi dengan fasilitas tempat istirahat dan pelayanan (TIP) Jalan 
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Tol atau Rest Area yang dilengkapi dengan fasilitas SPBU, toilet, mushola, 

restoran atau tempat makan, fasilitas isi ulang (top up) uang elektronik. Rest 

area juga menjadi pendukung ekonomi lokal yang memasarkan produk-

produk lokal. Selain itu disediakan juga sarana pelayanan lalu-lintas yang 

lengkap seperti Patroli Jalan Raya (PJR), mobil derek, ambulans, hingga 

mobil rescue untuk menjamin keselamatan dan kenyamanan pengendara. 

Jalan tol termasuk infrastruktur dan fasilitas yang memerlukan pengelolahan 

yang baik sebagai aset suatu negara yang dioperasikan dalam bentuk konsensi 

operasional. Infrastruktur harus dikelola dengan baik agar tetap berfungsi 

sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai, yaitu dari segi ekonomis, efesien, 

efektif, dan selaras dengan prinsip “green”. Disamping itu, pembangunan 

jalan tol di daerah perkotaan besar dan sekitarnya memang berpengaruh 

terhadap industri yang banyak berada di sekitar daerah perkotaan. Fungsi 

jalan tol adalah untuk menghubungkan pusat produksi dengan pasar global. 

Oleh karena itu, untuk memudahkan aktifitas bisnis, jalan tol menjadi 

alternatif untuk mempercepat arus keluar masuk barang.  

Pembangunan infrastruktur jalan tol di Indonesia sangat dibutuhkan karena 

dapat mengurangi infisiensi akibat kemacetan pada ruas utama, serta untuk 

meningkatkan pelayanan sistem distribusi barang dan jasa terutama di 

wilayah yang sudah tinggi tingkat perkembangannya, serta dapat 

mengembangkan wilayah tersebut menjadi sentra perekonomian. Petugas 

yang berhubungan di jalan tol dan yang menangani apabila terjadi kecelakaan 

lalu lintas di jalan tol yaitu Satuan Lalu Lintas, Dinas Perhubungan dan PT 

Jasa Raharja. Ketiga Instansi yang terkait di jalan tol saling bekerja sama 
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apabila ada suatu kecelakaan, sehingga diharapkan bisa cepat dalam 

menangani korban kecelakaan.  

Pembangunan jalan tol dilakukan agar memperlancar lalu lintas di setiap 

daerah yang telah berkembang, meningkatkan hasil guna dan daya guna 

pelayanan distribusi barang dan jasa untuk menunjang peningkatan 

pertumbuhan ekonomi, meringankan beban biaya pemerintah melalui 

partisipasi pengguna jalan tol serta meningkatkan pemerataan hasil 

pembangunan dan keadilan.  



 
 

III. METODE PENELITIAN 

 

A. Pendekatan Masalah  

Pendekatan masalah adalah proses pemecahan atau penyelesaian masalah 

melalui tahap-tahap yang telah ditentukan, bertujuan untuk mempelajari suatu 

gejala hukum tertentu dengan cara menganalisisnya.
34

 Pendekatan masalah 

yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut: 

1. Pendekatan Yuridis Normatif 

Pendekatan yuridis normatif merupakan pendekatan yang dilakukan dengan  

memfokuskan untuk mengkaji dan menelaah konsep-konsep, teori, kaidah, 

ataupun norma dalam hukum.
35

 Penelitian ini menggunakan pendekatan 

perundang-undangan untuk mengetahui dan menelaah undang-undang dan 

regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang ditangani. 

2. Pendekatan Yuridis Empiris 

Pendekatan yuridis empiris merupakan pendekatan yang dilakukan dengan 

mengadakan penelitian dengan mengumpulkan data primer yang diperoleh 
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secara langsung dari objek penelitian melalui wawancara dengan responden 

dan narasumber yang berhubungan dengan penelitian.
36

 

B. Sumber dan Jenis Data 

Data penelitian diperoleh berdasarkan data kepustakaan dan data lapangan. 

Data kepustakaan merupakan data yang diperoleh dari studi kepustakaan. 

Studi kepustakaan adalah serangkaian kegiatan membaca, mencatat, 

mengutip, dan menelaah bahan-bahan pustaka berupa karya tulis dari para 

ahli yang termuat dalam literatur dan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku. Sedangkan data lapangan merupakan data yang diperoleh langsung 

dari narasumber mengenai permasalahan dalam penelitian ini. 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu: 

1. Data Primer 

Data primer adalah data yang diperoleh dari hasil penelitian lapangan secara 

langsung dari sumbernya yang berkaitan dengan pokok penulisan, dilakukan 

dengan cara wawancara, observasi maupun dalam bentuk dokumen tidak 

resmi yang kemudian diolah oleh peneliti.
37

 

2. Data Sekunder  

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, 

publikasi hukum berupa buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal 

hukum, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, dan 
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peraturan perundang-undangan.
38

 Data sekunder yang digunakan dalam 

penelitian ini terdiri dari: 

a. Bahan Hukum Primer 

Bahan hukum primer yaitu bahan yang mempunyai kekuatan hukum 

mengikat seperti perundang-undangan dan peraturan-peraturan lainnya yang 

terdiri dari: 

1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) 

2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan 

Angkutan Jalan. 

3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi 

Elektronik. 

4) Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu 

Lintas dan Angkutan Jalan. 

5) Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara 

Pemeriksaan Kendaraan Bermotor dan Penindakan Pelanggaran Lalu 

Lintas dan Angkutan Jalan.  

6) Peraturan Kapolri Nomor 5 Tahun 2012 tentang Registrasi dan 

Identifikasi Kendaraan Bermotor. 

b. Bahan Hukum Sekunder 

Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang erat kaitannya dengan bahan 

hukum primer yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan-bahan 

hukum primer yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian 
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ini. Data sekunder terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, 

dan bahan hukum tersier. Sumber data penelitian ini berasal dari data 

lapangan dan kepustakaan yang berkaitan dengan penegakan hukum pidana 

dan tugas kepolisian. 

c. Bahan Hukum Tersier 

Bahan hukum tersier yaitu petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum 

primer atau bahan hukum sekunder yang berasal dari literatur-literatur, media 

massa, internet, dan sebagainya. 

C. Penentuan Narasumber 

Teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data primer yang berkaitan 

dengan permasalahan ini adalah data lapangan yang akan diperoleh dari para 

narasumber. Narasumber merupakan seseorang yang memberikan pendapat 

atas objek yang diteliti.
39

 Narasumber yang akan diwawancarai dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Section Hoad Operation PT. Hutama Karya Lampung  : 1 Orang 

b. Kasi Pelanggaran Subditgakkum Ditlantas Polda Lampung  : 1 Orang 

c. Baminsilaka Subditgakkum Ditlantas Polda Lampung  : 1 Orang 

d. Dosen Bagian Hukum Pidana Universitas Lampung   : 1 Orang + 

 Jumlah              : 4 Orang 
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D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data 

1. Prosedur Pengumpulan Data 

Pengumpulan data dilakukan dengan cara studi kepustakaan dan studi 

lapangan, dijelaskan sebagai berikut: 

a. Studi Kepustakaan 

Studi pustaka merupakan pengumpulan data dengan cara menelaah, mencatat, 

dan mengutip dari bahan-bahan kepustakaan dan melakukan pengkajian 

peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian yang 

dilakukan. 

b. Studi Lapangan  

Studi lapangan dilakukan dengan cara mengumpulkan data secara langsung di 

lapangan penelitian guna memperoleh data yang dibutuhkan. Studi lapangan 

dilaksanakan dengan wawancara, yaitu mengajukan tanya jawab kepada 

narasumber penelitian dengan menggunakan pedoman wawancara yang telah 

dipersiapkan. 

2. Prosedur Pengolahan Data 

Pengolahan data diambil dari pengumpulan data untuk mempermudah 

analisis data yang telah diperoleh. Pengolahan data dilakukan melalui tahapan 

sebagai berikut: 

a. Seleksi data, data yang telah dikumpulkan lalu diperiksa untuk 

memastikan keperluan data sesuai dengan permasalahan yang diteliti.   



39 

 

b. Klasifikasi data, merupakan hasil identifikasi data yang selanjutnya 

diklasifikasi atau dikelompokkan sehingga diperoleh data yang benar-benar 

objektif. 

c. Sistematisasi data, merupakan data yang diperoleh dan telah diubah dan 

dilakukan penyusunan dan penempatan data pada tiap pokok bahasan secara 

sistematis. 

E. Analisis Data 

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif, 

yaitu analisis yang dilakukan dengan cara mendeskripsikan dalam bentuk 

penjelasan dan uraian kalimat yang mudah dibaca dan dimengerti untuk 

diinterpretasikan dan ditarik kesimpulan guna menjawab permasalahan dalam 

penelitian ini. Penarikan kesimpulan dilakukan secara induktif, yaitu menarik 

kesimpulan berdasarkan hal-hal yang bersifat khusus lalu disimpulkan secara 

umum dan selanjutnya dari berbagai kesimpulan tersebut dapat diajukan 

saran.  

 

 

 

 

 

 



 
 

V. PENUTUP 

 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dalam penelitian ini maka dapat 

disimpulkan sebagai berikut: 

1. Bentuk-bentuk pelanggaran lalu lintas di jalan tol Wilayah Bakauheni-

Terbanggi Besar yaitu pelanggaran batas kecepatan maksimal kendaraan, 

pelanggaran overdimensi (batas muatan), pelanggaran pengendara mobil 

yang tidak mengenakan sabuk pengaman, dan pelanggaran pengendara 

mobil yang menggunakan handphone saat berkendara. Akan tetapi, 

pelanggaran yang tertangkap atau tercapture oleh alat speed gun di jalan 

tol adalah pelanggaran mengenai batas kecepatan kendaraan saja karena 

alat speed gun tersebut hanya bisa mendeteksi batas kecepatan maksimal 

kendaraan. Jika melebihi batas kecepatan kendaraan maka akan tercapture 

oleh alat speed gun tersebut dan dikenakan tilang elektronik oleh pihak 

kepolisian, dan jika kurang dari batas kecepatan maka akan tercapture 

tetapi tidak dikenakan tilang elektronik oleh pihak kepolisian dikarenakan 

sistem tersebut belum diaktifkan.  

 

2. Implementasi Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelanggaran Lalu 

Lintas Di Jalan Tol Mengenai Batas Kecepatan Maksimal Kendaraan 



88 

 

Wilayah Bakauheni-Terbanggi Besar berupa penilangan, penilangan 

dilakukan di jalan tol oleh pihak Kepolisian dengan memasang alat berupa 

kamera CCTV atau yang disebut dengan speed gun. Penegakan hukum 

pidana berupa sanksi yang telah diatur dalan Pasal 287 Ayat (5) Undang-

Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan 

berupa pidana kurungan paling lama 2 bulan atau denda maksimal 

Rp500.000,00. Para pengendara yang melanggar peraturan mengenai batas 

kecepatan maksimal kendaraan belum ada yang sampai dalam tahapan 

penyidikan, karena tilang termasuk dalam tindak pidana ringan. Proses 

tahapan penilangan langsung ke dalam proses sidang. Jika terkena tilang 

elektronik di jalan tol pihak Kepolisian Ditlantas Polda Lampung menyita 

berupa surat bukti pelanggarannya saja. 

  

3. Faktor-Faktor Yang Menghambat Penegakan Hukum Pidana Terhadap 

Pelanggaran Lalu Lintas Di Jalan Tol Mengenai Batas Kecepatan 

Maksimal Kendaraan Wilayah Bakauheni-Terbanggi Besar adalah adalah 

faktor masyarakat, banyak masyarakat yang tidak patuh terhadap peraturan 

mengenai batas kecepatan kendaraan di jalan tol. Perilaku masyarakat atau 

kebiasaan masyarakat perlu disadari dan diberikan penyadaran-penyadaran 

oleh pihak terkait agar memberikan efek jera. Selanjutnya faktor sarana 

prasarana atau fasilitas pendukung dan faktor masyarakat. Pada faktor 

sarana prasarana atau fasilitas pendukung terkendala pada ETLE karena 

masih kurangnya anggaran dari pemerintah terkait fasilitas seperti alat atau 

kamera ETLE yang hanya terdapat 1 (satu) titik persebaran kamera atau 

alat speed gun di jalan tol Wilayah Bakauheni-Terbanggi Besar, biaya 
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untuk pengiriman surat konfirmasi tilang elektronik, dan alat tulis kantor 

yang belum lengkap.  

 

B. Saran 

Saran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengurangi pelanggaran lalu lintas di jalan tol Wilayah Bakauheni-

Terbanggi Besar dalam berlalu lintas, masih sering dijumpai masyarakat 

yang sudah mengetahui peraturan tetapi tidak melaksanakannya. 

Masyarakat seharusnya sadar akan manfaat dan pentingnya mematuhi 

peraturan lalu lintas untuk keselamatan dan ketertiban dalam berlalu lintas. 

Masih banyak pelanggaran lalu lintas yang sering terjadi di jalan tol 

seperti: pelanggaran batas kecepatan maksimal kendaraan, pelanggaran 

overdimensi (batas muatan), pelanggaran pengendara mobil yang tidak 

mengenakan sabuk pengaman, dan pelanggaran pengendara mobil yang 

menggunakan handphone saat berkendara. Berkendara sesuai dengan 

ketentuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentunya akan 

menunjang kelancaran lalu lintas khususnya di jalan tol Wilayah 

Bakauheni-Terbanggi Besar.  

 

2. Diharapkan kepada pihak kepolisian untuk terus melakukan sosialisasi 

atau edukasi kepada masyarakat tentang pelanggaran batas kecepatan 

maksimal kendaraan di jalan tol Wilayah Bakauheni-Terbanggi Besar agar 

terus memberikan kesadaran masyarakat dalam memahami dan mentaati 

peraturan tersebut. Sebaiknya alat tilang elektronik atau speedgun yang 
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ada dijalan tol dapat cepat dikembangkan 16 titik persebaran agar semakin 

efektif penertiban lalu lintas di jalan tol. 

 

3. Untuk menanggulangi faktor penghambat dalam memberlakukan 

implementasi penegakan hukum pidana terhadap pelanggaran lalu lintas di 

jalan tol mengenai batas kecepatan maksimal kendaraan, terkait dengan 

faktor sarana dan fasilitas dapat ditanggulangi dengan memperbanyak 

kamera tilang elektronik atau speedgun. Untuk faktor aparat penegak 

hukum dan faktor masyarakat dapat melakukan peningkatan sosialisasi 

dan edukasi kepada masyarakat terkait pelanggaran lalu lintas di jalan tol.  
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